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ABSTRAK
Gomgom Damanik

ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT EDARAN JAKSA AGUNG
NO.B-1113/F/FD.1/05-2010 TENTANG PENANGANAN PERKARA
PIDANA KORUPSI DIPRIORITASKAN PADA PERKARA YANG
BERSIFAT BIG FISH DAN STILL GOING ON DITINJAU DARI PASAL 4
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK
PIDANA PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001.
Skripsi Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci : Surat Edaran, Korupsi, Big Fish dan Still Going On

Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau
petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
Surat Edaran Jaksa Agung No.B-1113/F/FD.1/05-2010 tentang Penanganan
Perkara Pidana Diprioritaskan Pada Perkara yang Bersifat Big Fish dan Stiil
Going On. Dalam surat edaran tersebut diintruksikan kepada jaksa dalam
penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat atau restorative
justice, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah
mengembalikan kerugian negara, terutama terkait perkara tindak pidana korupsi
yang nilai kerugian negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak
ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat still going on. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian yuridis-normatif. Surat Edaran Jaksa Agung No.B-
1113/F/FD.1/05-2010 bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan
pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan
dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Penyelesaian tindak pidana korupsi
yang kerugian negara yang kecil secara restorative justice otomatis pemberian
sanksi pidana dihilangkan. Penegakan hukum terhadap terhadap korupsi dengan
kerugian negara yang relatif kecil harus memperhatikan nilai-nilai keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum.
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ABSTRACT
Gomgom Damanik

LEGAL ANALYSIS OF CURRENT LETTER OF EDUCATION NO.B-1113/
F /FD.1/05-2010 ON THE HANDLING OF CRIMINAL CORRUPTION IN
CORRUPTION IN BIG FISH AND STILL GOING ON REVIEW OF
REFERRED FROM ARTICLE 4 LAW NUMBER 31 YEAR 1999 CRIMINAL
ACTION OF CORRUPTION ASSOCIATION AS HAS BEEN AMENDED BY
LAW NUMBER 20 YEAR 2001.

Thesis. Faculty of law, 2018
Keywords: Circular, Corruption, Big Fish and Still Going On

Circular is an official script containing notices, explanations and / or instructions
on how to carry out certain matters deemed important and urgent. Circular Letter
of the Attorney General No.B-1113 / F / FD.1 / 05-2010 on Criminal Case
Handling Prioritized in Big Fish Case and Stiil Going On. In the circular it is
instructed to the prosecutor in law enforcement to put forward the sense of
community justice or restorative justice, especially for people whose awareness
has restored the state's losses, especially related to corruption criminal cases
where the value of relatively small state losses should be considered not to be
followed up, still going on. This research uses juridical-normative research
method. The Circular Letter of the Attorney General No.B-1113 / F / FD.1 / 05-
2010 is contradictory to Article 4 of Law Number 31 Year 1999 concerning the
Eradication of Corruption as Amended by Law Number 20 Year 2001, which
states the return losses to the state or the economy of the state does not eliminate
the conviction of the perpetrators of corruption. The settlement of criminal
corruption which is a small state loss in restorative justice automatically granting
criminal sanction is eliminated. Law enforcement against corruption with
relatively small state losses should pay attention to the values of justice, benefit,
and legal certainty.
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